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ABSTRAK :           Bahwa Penetapan Dapil dan alokasi kursi masing-masing Dapil Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan                 

Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan 

DPRD.  

 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Tata Kerja KPU, menyatakan bahwa Dapil dan alokasi kursi setiap 

Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu 

Tahun 2014 ditetapkan oleh KPU.  

 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu 

menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi 

setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam 

Pemilu Tahun 2014. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini UU Nomor 11 

Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU 

Nomor 8 Tahun 2012;  Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana  telah diubah Ketiga kali dengan 

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Noor 698), Peraturan KPU Nomor 05  Tahun 2013.  

 

Dalam Keputusan KPU Nomor 121/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang: 

Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota  DPRD 

Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 



Sulawesi Barat, Peta Dapil Anggota  DPRD Provinsi dan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, Penetapan Jumlah Penduduk terinci untuk setiap 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Perubahan Jumlah penduduk dalam 

Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan  (DAK2). 

 

CATATAN  :      -   Keputusan  KPU ini berlaku sejak  ditetapkan tanggal  9 Maret 2013. 

- Lampiran 10  Halaman.  


